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ABSTRAK

Nama : Aldi Rahmat Saleh Harahap

NIM : 17 402 00137

Judul Skripsi : Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan

Pendapatan asli daerah di Kota Padangsidimpuan tahun 2015-2021
dipengaruhi oleh penerimaaan pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan
pajak daerah kota padangsidimpuan pada tahun 2018 dan 2020 mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan retribusi daerah kota
padangsidimpuan juga berfluktuasi pada tahun 2016 dan 2019 terjadi penurunan
yang signifikan dari tahun sebelumnya. Adapun rumusan masalah penelitian ini
adalah Seberapa besar kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
di Kota Padangsidimpuan dan Seberapa besar kontribusi Retribusi Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padangsidimpuan. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi
daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota padangsidimpuan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah apabila pajak daerah
mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah akan meningkat, dan apabila
retribusi daerah mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah juga akan
meningkat, begitu juga sebaliknya apabila pajak daerah dan retribusi daerah
mengalami penurunan maka pendapatan asli daerah akan menurun.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, data dalam
penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan tahun 2015 - 2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah sudah memenuhi kriteria persentase kontribusi 100%
yang dimana total persentase pajak daerah sebesar 177,79% dan retribusi daerah
sebesar 158,74% .

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab

dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< Ba B Be
- Ta T Te
. : . es (dengan titik di
- >4 > atas)
z Jim J Je
ha(dengan titik di
c ha h %awah)
z Kha Kh kadan ha
3 Dal D De
: . . zet (dengan titik di
J zal Z
atas)
J Ra R Er
J Zai Z Zet
e Sin S Es
B Syin Sy Es
Ul sad S esdan ye
i de (dengan titik di
<= dad d ( gawah)
te (dengan titik di
- ta ! bawah)
zet (dengan titik di
- “ ¢ bawah)
. . Koma terbalik di
am .. atas
Gain G Ge
. Fa F Ef

Vi



a3 Qaf Q Ki

il Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

8] nun N En

3 wau w We

o ha H Ha

¢ ham?]a Apostrof
< ya Y Ye

2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
—_— Fathah A A
- Kasrah | |
_— Dommah U U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya
berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa

gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf
..... s Fathah dan Ya Al adani
I Fathah dan Wau Au adanu

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

vii



Harka Huruf
t dan Nama dan Tanda Nama
Huruf
) I alhaili 3:;” ‘;Zlf a a dan garis atas
S.. y
- I dan garis di
S Kasrah dan ya i bawah
s dommah dan wau u u dan garis di
atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat

fathah, kasrah dan dommabh, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat

sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu:

viii




J'. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti
oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang
digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan,

karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan

dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.



. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri
dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan
huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf

kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena

itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan

Lektur Pendidikan Agama.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal terbentuknya Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan.
Sebagai Negara Kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak
terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut
daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus
rumah tangganya sendiri.’

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut asas
desentralisasi dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan dengan
memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan
otonomi daerah. Otonomi daerah yang berlandaskan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, membahas tentang hak,
wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sumber
keuangan daerah salah satu yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah

daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).?

! Josep Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah, (Jakarta: PT. Grafindo, 2011), hal. 9.

2 Novi Andriani dan Amin Purnawan, “Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur", Jurnal Hukum
Khairah Ummah Vol. 12 No. 1, 2017, hal. 59.



Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah
yang dapat disajikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian
suatu daerah. Pendapatan Asli daerah berdasarkan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 adalah pendapatan daerah yang bersumber
dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.?
Semakin tinggi pemasukan Pendapatan Asli Daerah nya maka semakin tinggi
pula tingkat kemandirian suatu daerah.

Kurang optimalnya Pendapatan Asli Daerah dalam kontribusi pada
sumber pendapatan daerah menandakan kurangnya juga dalam pengolahan
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pengoptimalan
Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan cara lebih ditekankan lagi dalam
penggalian potensi-potensi sumber daya daerah.*

Pajak merupakan sumber pembiayaan suatu negara dalam
menyelenggarakan pembangunan dan menunjang pemerintahan. Kebijakan
pemerintah pusat tentang otonomi daerah secara langsung mengharuskan
pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri.

Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian
intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan
manajemen yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah perlu meneliti adakah

penerimaan yang tidak disetor ke dalam kas pemerintah daerah dan

3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, hal. 151.
4 Novi Andriani dan Amin Purnawan, Op.Cit., hal. 60.



disalahgunakan oleh petugas dilapangan perlu juga diteliti masyarakat yang

tidak membayar pajak dan penetapan mekanisme reward and punishment.5
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan
otonomi sendiri. Kemampuan retribusi daerah yang dimiliki setaip daerah
merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah yang beotonomi
daerah. Oleh karena itu perolehan retribusi daerah disarankan untuk
meningkatkan  pendapatan asli  daerah yang digunakan untuk
menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan
memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Penetapan jenis retribusi
kedalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan peraturan
pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat
memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat di sesuaikan dengan
kebutuhan di daerah yang bersangkutan. Demikian pula untuk beberapa jenis
perizinan tertentu juga di tetapkan dengan peraturan pemerintah karena
perizinan tersebut walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah ini, pemerintah
daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang
potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
yang telah dipungut. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah,

Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana

> Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: Andi Offset,
2012), hal.153.



Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber dana dari daerh sendiri.
Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat
diandalkan. Kemandirian Pendapatan Asli Daerah bagi daerah akan
memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk
mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah.

Penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat dilihat dari perkembangan
Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan dari bagian Pendapatan Asli Daerah. Anggaran Pendapatan Asli
Daerah Kota Padangsidimpuan periode 2015-2020 dapat dilhat pada tabel
berikut ini:

Tabel 1.1

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan
Tahun 2015-2021

Pendapatan Asli Daerah
Tahun
Anggaran Realisasi
2015 78.587.530.960 67.730.738.637
2016 169.006.703.574 156.935.511.412
2017 240.423.359.894 219.280.838.561
2018 93.313.756.578 74.974.998.329
2019 97.944.798.103 87.432.283.185
2020 63.005.916.583 64.004.142.634
2021 99.394.393.986 59.865.657.757

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan

Dari tabel 1. 1 di atas yaitu data realisasi penerimaan pendapatan asli
daerah kota padangsidimpuan berfluktuasi dan pada tahun 2018 mengalami
penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun

2017 sebesar Rp. 144.305.840.232 dan juga dari data di atas bahwa



penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan masih banyak
lagi yang belum memenuhi target yang dianggarkan.

Seiring dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan peneliti
juga memperoleh data bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
Kota Padangsidimpuan sebagian sumber penerimaan pendapatan asli daerah
yang berfluktuasi beberapa kali mengalami penurunan dan tidak memenuhi
target yang ditetapkan pemerintah kota padangsidimpuan.

Tabel 1.2

Penerimaan Pajak Daerah Kota Padangsidimpuan
Tahun 2015-2021

Pajak Daerah
Tahun
Anggaran Realisasi
2015 11.542.224.916 11.472.204.984
2016 84.503.351.787 78.417.755.706
2017 120.211.679.947 109.640.419.281
2018 17.707.779.855 1.691.496.034
2019 19.058.547.515 18.577.289.231
2020 11.433.452.329 16.238.176.999
2021 22.442.040.000 17.346.867.236

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan

Dari tabel I. 2 di atas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak daerah kota
padangsidimpuan yang berfluktuasi dimana pada tahun 2018 dan 2020
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan beberapa kali realisasinya
tidak memenuhi target yang dianggarkan oleh pemerintah kota

padangsidimpuan.



Tabel 1.3

Penerimaan Retribusi Daerah Kota Padangsidimpuan

Tahun 2015-2021

Retribusi Daerah

Tahun
Anggaran Realisasi
2015 53.647.261.040 41.301.893.600
2016 13.425.081.910 12.561.944.283
2017 15.032.779.855 15.653.314.656
2018 51.190.038.200 43.138.417.739
2019 13.651.229.542 10.226.630.196
2020 9.632.023.042 8.593.294.190
2021 10.206.428.263 2.258.499.975

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan

Sama halnya dengan pajak daerah dari tabel I. 3 di atas dapat dilihat
realisasi penerimaan retribusi daerah kota padangsidimpuan juga berfluktuasi
pada tahun 2016 dan 2019 terjadi penurunan yang signifikan dari tahun
sebelumnya. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya target yang sudah
dianggarkan oleh pemerintah kota padangsidimpuan. Dari data yang telah
disajikan di atas terjadi beberapa penurunan dalam penerimaan daerah kota

padangsidimpuan baik dalam penerimaan pendapatan asli daerah, pajak

daerah, dan retribusi daerah.

Sesuai dengan uraian di atas, maka penulis berkeinginan mengangkat

judul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan.”




B. Batasan Istilah
Batasan istilah adalah segala sesuatu yang didasarkan pada sifat-sifat
yang akan didefinisikan, dengan kata lain keseluruhan variabel yang perlu
didefinisikan secara operasional agar dapat memberikan persamaan persepsi
dan konsepsi bagi semua pembaca. Adapun variabel-variabel dalam
penelitian ini yang perlu didefinisikan antara lain :
1. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk
membiayai pengeluaran daerah.
2. Retribusi Daerah
Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.®
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
Peraturan daerah sesuai dengan peraturan prundang-undangan (Undang-
undang Nomor 33 Tahun 2004).’
C. Batasan Masalah
Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah penelitian ini agar
tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tema, maka penulis membatasi

dan menitikberatkan pada tahun periode 2015-2021.

6 Chairil Anwar Pohan, Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2021), hal. 144.
" Ibid., hal. 134.



Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena/masalah yang terjadi, maka masalah yang akan

diangkat dalam penelitian ini adalah

1.

Seberapa besar kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli
Daerah di Kota Padangsidimpuan?
Seberapa besar kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli

Daerah di Kota Padangsidimpuan?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah

untuk mengetahui:

1.

Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kota Padangsidimpuan.

Seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kota Padangsidimpuan.

Seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah secara
bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota

Padangsidimpuan.

Kegunaan Penelitian

1.

Manfaat yang diharapkan di penelitian ini adalah sebagai berikut :
Akademis

Secara akademis hasil penelitian diharapkan berguna sebagai suatu
karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan

dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun



pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama dan
memberikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai Kontribusi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Padangsidimpuan.
Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan
dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Kota Padangsidimpuan serta
memberikan gambaran mengenai Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan sebagai masukan positif
bagi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan sebagai pihak yang
berkompetensi dalam kebijakan Retribusi Daerah, dalam upaya
peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah dan memperkuat pentingnya
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam membina daerah otonomi di
Indonesia.
Bagi Peneliti

Sebagai proses pembelajaran serta pemahaman bagi peneliti dalam
konteks akuntansi. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu
referensi bagi mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian untuk
selanjutnya dengan menggunakan variabel-variabel yang lain untuk

memperluas penelitian.



BAB |1

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1.

Pendapatan Asli Daerah

a.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber penerimaan
yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya.Dalam
otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut
dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada
masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1,
Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah
dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber
penerimaan daerah yang asli di gali di daerah yang digunakan untuk
modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan
usaha-usaha daerah untuk meperkecil ketergantungan dana dari
pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan darrah dari sector
pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

10
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pendapatan asli daerah yang sah.® Untuk menuju otonomi daerah,
maka pengelolaan peningkatan pendapatan asli daerah perlu semakin
diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-
tugas pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung
terciptanya aparat yang bersih dan bertanggung jawab.

Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan
berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun
proporsi PAD maksimal hanya sebesar 20% dari total pendapatan
daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar,
terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.®

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap
pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya Kkiat-kiat bagi
pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam
pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat.Meningkatnya
pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan  sekaligus menambah  pendapatan asli
daerah.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas
dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur
swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya
dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah yang lebih

dipertanggung jawabkan berbagai faktor antara lain:

8 Mardiasmo, Keuangan Nagara dan Daerah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), hal. 132.
® Mamesa, Administrasi Keuangan Daerah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2017), hal. 143.



1)

2)

3)

4)

5)

6)

12

Relialisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang
lalu dengan meperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan
tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya.
Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya
yang diperkirakan dapat ditagih.

Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan.
Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan
penyempurnaan sistem pungutan.

Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat
selaku wajib bayar.

Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.°

Pendapatan asli daerah merupakan cerminan dari otonomi

daerah serta penyerahan otoritas system pengendalian dan

manajemen keuangan daerah kepada pemerintah daerah.Sumber

PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah

daerah sendiri yang dipungut berdasarkan perda, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber PAD terdiri dari:
Hasil pajak daerah
Hasil retribusi daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

10 Yonathan Setianto Hadi, Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia,
(Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2014), hal. 326.



13

d) Lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan asset tetap
daerah dan jasa giro.

Berdasarkan pandangan diatas, menurut penulis bahwa
pendapatan asli daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan
sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran
masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber-
sumber pendapatan asli daerah.

Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pengadministrasian
pajak dan retribusi daerah, pengadministrasian pendapatan ini
diharapkan dapat memastikan setiap orang untuk harus membayar
pajak dan retribusi sesuai dengan jumlahnya serta seluruh
pendapatan yang diperoleh di administrasikan dengan baik oleh
lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan
sebagaimana mestinya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, langkah yang harus ditempuh
adalah:

(1) Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus
menangung atau membayar.

(2) Melakukan perhitungan yang tepat.

(3) Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang

dilakukan.
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(4) Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi
wajib pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan.

(5) Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk
memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan
baik.

Pendapatan Asli Daerah dalam Pandangan Islam
Pada dasarnya distribusi kekayaan menjadi pusat perhatian

ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.Beberapa

instrumen keuangan yang digunakan diantaranya zakat, sedekah,
infak dan wakaf. Tak terkecuali bagi hasil pajak dan retribusi karena
sama bertujuan mensejahterakan ummat. Selain itu, dulu sumber
harta negara juga didapatkan dari peperangan yang diakui sebagai
harta rampasan perang (anfal; ghanimah dan fa“i).Karenanya, harta
rampasan perang ini pun tidak lepas dari perhatian untuk siapa saja
pembagian distribusinya. Kebijakan distribusi harta ini tidak lain
adalah untuk mewujudkan pemerataan pendapatan publik. Khusus

distribusi berikut ini akan dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr: ayat 7

\’3\

~

EEGSSITHHI NP RS A H R
FUPCIGYE= N ) WO R O os5ly 33A0
r&u.@_:’} W ujoji‘;& j.fujj‘fr_C:\.»)’} ,.’.; \""_3 rﬁ:\.».é’} AR g@.&%ﬁ&i&
Artinya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota
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Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak
yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan,
supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di
antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah.
dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras
hukumannya. (Q.S. Al- Hasyr : 7)4

Sumber keuangan pada zaman Rasulullah SAW. menurut
pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak nabi Muhammad SAW
diutus sebagai seorang rasul (utusan Allah). Rasulullah Saw
mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal
yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain itu masalah
hukum, politik dan juga masalah perniagaan atau ekonomi.

Dasar hukum dalam kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sudah diatur baik dalam hukum Islam maupun dan peraturan
perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pendapatan asli daerah
jika dilihat dari cermin ekonomi Islam pada masa penguasa muslim
pajak diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat
untuk memenuhi kebutuhan Negara dalam mencegah kerugian yang
menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak
dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi
tersebut ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas
orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah

dan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li

a”’laahuma” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil

11 Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahan Al- Jumnatul ,Ali, (Bandung: CVJ-
Art, 2004), hal. 150.
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dalam rangka memperolen mashlahat yang lebih besar) dan
“yatahammalu adl-dlarar al khaas li daf’I dlararin, aam” menanggung
kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang
lebihbesar).

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam
Al-Musthasfa dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham  ketika
mengemukakan bahwa jika kas Bait Al-Maal kosong sedangkan
kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan pajak
yang sesuai atas orang-orang kaya.*? Sudah diketahui bawa berjihad
dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan
kewajiban yang lain disamping kewajiban zakat. Allah ta’ala

berfirman, dalam Q.S. Al-Hujurat : 15

;3‘%,1334% j”;ﬁ\w
ujﬁ.u:l\r.md.dj\&\d.«w r.é b\j”"
Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-
orang Yyang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya,
kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad)
dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah.mereka itulah orang-
orang yang benar. (Q.S. Al-Hujurat : 15)*3

12 Masdar F dan Mas’udi, Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam. (Jakarta :
Pustaka Firdaus, 2012), hal. 13.
13 Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahan Hijaz, (Bandung: Syaamil Qur’an,

2011), hal. 517.



17

c. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut beberapa ahli: Siagian
merumuskannya sebagai: “Pajak negara yang diserahkan kepada
daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan udang-undang”.
Definisi yang dikemukakan oleh Josep Riwu Kaho mengenai pajak
daerah adalah: “Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas
negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya
digunakan untuk public investment”. Berbeda dengan pandangan
Yasin, menurutnya: “Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut
peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik, dalam
rangka membiayai rumah tangganya”. Dengan kata lain, pajak
daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah
dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Davey, pajak
daerahialah: Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan
peraturan daerahnya sendiri, pajak yang dipungut berdasarkan
peraturan nasional, tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh
pemerintah daerah, pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh
pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagihasilkan kepada
pemerintah daerah.'*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka peneliti dapat
menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang

diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan

14 Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia,
2015), hal. 57.
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perundang-undangan, Yyang dipergunakan untuk membiayai

pengeluaran daerah sebagai badan hukum.

Fungsi Pajak Daerah

Pemerintahan daerah dalam melakukan pungutan harus tetap

“menempatkan” sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak

daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1)

2)

Fungsi Budgeteir (Anggaran)

Disebut juga fungsi fiskal, vyaitu fungsi untuk
mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai dengan
undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan
untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi budgeteir ialah
fungsi pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang
digunakan untuk membiayai Kkegiatan pemerintahan dan
pembangunan.

Fungsi Regulerend (Mengatur)

Fungsi regulerend merupakan fungsi dimana pajak
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu
yangletaknyadi luar bidang keuangan. Dengan kata lain, pajak
digunakan sebagai alat kebijakan dalam mencapai tujuan
tertentu di luar bidang keuangan, untuk mendorong investasi,
dan sebagai alat redistribusi (misalnya mengadakan

perubahantarif).
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3) Fungsi Demokrasi
Fungsi demokrasi ialah fungsi yang merupakan salah satu
penjelmaan atau wujud sistem gotong, termasuk kegiatan
pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
4) Fungsi Distribusi
Fungsi distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan pada
unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.'®
e. Jenis-Jenis Pajak
Adapun jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
1) Pajak Hotel
Yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan
yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat,
memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu,
dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk
pertokoan dan perkantoran.
2) Pajak Restoran
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman
yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha

jasa boga ataucatering.

1bid., hal. 59-60.



3)

4)

5)

6)
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Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
Hiburan merupakan semua jenis pertunjukan, permainan
ketangkasan, dan/atau keramain dengan nama dan bentuk
apapun, yang ditontonatau dinikmati oleh setiap orang dengan
dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk
berolah raga.
Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut
bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan
untuk memperkenalkan atau menganjurkan suatu barang atau
jasa untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa
atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau
didengar dari suatu tempat oleh pemerintah.
Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah
tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar
oleh pemerintah daerah.
Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang
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pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan
pokok usah maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan
garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.®
f. Tarif Pajak Daerah
1) Pajak hotel sebesar 10% (sepuluh persen).
2) Pajak restoran 10% (sepuluhpersen).
3) Pajak hiburan sebesar 35% (tiga puluh limapersen).
4) Pajak reklame sebesar 25% (dua puluh limapersen).
5) Pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluhpersen).
6) Pajak parkir sebesar 20% (dua puluhpersen).t’
g. Pajak dalam Pandangan Islam
Pajak memang bukan satu-satunya sumber dana negara,
melainkan ia merupakan sumber yang sangat dominan untuk
pemasukan negara di seluruh dunia. Secara etimologi pajak dalam
bahasa Arab disebut dengan istilah dharibah, yang artinya
mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau
membebankan, dan lain-lain.Untuk mencapai tujuan etiknya, yakni
keadilan dang kesejahteraan bagi semua, terutama yang lemah,

dihadapan kita ada model (uswah hasanah) dari Rasulullah

16 Liberty Pandiangan, Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakanindonesia,
(Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 388-389.

17 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2010, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hal.
14.
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Saw.ketika beliau menjalankan roda pemerintahan di Madinah pada
14 abad yang lalu. Inti sitem perpajakan Rasullah bahwa pajak
sebagai instrument sosial untuk menegakkan keadilan haruslah
dijalankan secara berkeadilan juga. Sekaligus hal itu merupakan
kritik atas system perpajakan yang lazim dikenakan oleh para
raja/penguasa di mana saja yang cenderung sewenang-wenang,
sangat bergantung pada mood penguasa dan petugas pajak, tidak ada
aturan baku yang berlaku umum, dan secara keseluruhan sangat
memberatkan beban wajib pajak.

Oleh karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah
administrasi  pemerintahan, Rasulullah Saw. selaku kepala
negara/pemerintahan mencanangkan sistem perpajakan yang di
dalamnya tarif pajak (miqdar zakawi), dan batas minimal
kekayaan/pendapatan terkena pajak (nishab) ditetapkan dengan jelas,
tegas, dan berlaku untuk semua warga yang tergolong wajib pajak
(muzakki). Secara garis besar, system perpajakan Rasulullah
Saw.didasarkan atas ketentuan-ketentuan (syara’i) yang strategis dan
praktis berikut ini.

Pertama, berkaitan dengan fungsi pajak sebagai instrument vital
bagi keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa “pajak-zakat
merupakan kewajiban sosial yang harus dibayar oleh mereka yang
telah memiliki tingkat kekayaan/penghasilan tertentu (nishab)”.

Mereka yang belum mencapai nishab dibebaskan dari beban pajak,
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bahkan menjadi pihak utama yang berhak menerima (mustahiqq)
dukungan Negara dari dana pajak yang ditariknya. Bagi yang telah
mencapai nishab, kewajiban pajak harus dibayar bukan atas dasar
kapan dia suka, melainkan “kalau perlu” bisa dipaksakan oleh yang
diberi kewenangan untuk itu. Degan pendekatan keruhaniannya,
Rasulullah Saw. menetapkan pajak yang demikian itu (pajak untuk
keadilan bagi semua, terutama yang lemah) sebagai kewajiban pokok
(rukn) agama.

Prinsip bahwa kewajiban ini hanya dikenakan atas orang-orang
yang mapu mengandung penolakan implisit terhadap konsep “pajak
tidak langsung” karena kecenderungannya yang menyamaratakan
beban atas yang mampu dan yang tidak mampu.Di samping itu,
berbeda dengan pajak langsung yang ketika membayar si wajib pajak
lazimnya menyadari betul berhadapan dengan negara sebagai
penerima amanat pajaknya, maka dalam pajak tidak langsung
kesadaran seperti itu hampir-hampir tidak muncul. Karena dalam
kasus pajak tak langsung, apa yang dibayarkan oleh wajib pajak
adalah uang untuk membayar, umpamanya,rokok atau makanan yang
dibelinya kepada penjaja barang tersebut. Dengan kata lain, dalam
system pajak tidak langsung ini bukan saja ada unsur ketidak adilan,
melainkan juga unsur pengaburan terhadap eksistensi rakyat sebagai
pembayar pajak di hadapan negara selaku ‘amil pajak. Akan tetaapi,

sistem perpajakan tidak langsung yang cenderungmenutup-nutupi
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semangat demokrasi dan kesadaran kritis dari rakyat inilah yang
justru dihindari oleh ajaran islam. Semua perpajakan yang
dicanangkan oleh islam dalam ajaran zakatnya adalah pajak
langsung.

Kedua, berkaitan dengan objek pajak (mal zakawi), pertama-
tama Rasulullah Saw.menetapkan bahwa pajak dikenakan atas “jiwa
dan harta”. Pajak atas jiwa dalam bahasa agamanya disebut zakat
fitrah, sedangkan atas kekayaan dikenal dengan istilah zakat mal.Hal
yang terakhir ini dikenakan atas kekayaan dan penghasilan.Dalam
konteks inilah Rasulullah Saw.menetapkan jenis-jenis penghasilan
dan kekayaan sebagai objek pajak (mal zakawi) yang sesuai dengan
kondisi saat itu, meliputi:

1) Hasil pertanian (zuru’)

2) Hasil kebun (tsamar)

3) Ternak (mawasy)

4) Niaga (‘urudh tijarah)

5) Hasil tambang (ma’din)

6) Harta temuan (rikaz, atau harta karun).

Sementara, kekayaan yang dikenai pajak ketika itu adalah emas
dan perak.Dari ketentuan (syariat) ini ditetapkan pula aturan teknis
yang lebih terperinci lagi.

Ketiga, bahwa dalam sistem perpajakan harus ditentukan tarif

tertentu (migdar) yang jelas dan berlaku umum.Tarif pajak yang
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ditetapkan oleh Rasulullah Saw.adalah tarif yang relevan dan adil
untuk masanya. Misalnya, tarif 2,5% untuk niaga (tijarah), 10%
untuk pertanian (zuru’), dan 20% untuk harta karun (rikaz). Artinya
apabila variabel tantangan keadilan dan kemaslahatan ditemukan
lebih berat, seperti dalam kehidupan masyarakat modern sekarang
ini, maka dapat ditentukan tarif pajak lain, yang di dalamnya tarif
pajak pada masa Rasulullah Saw.diabadikan sebagai tarif minimum.

Ketentuan tarif pajak pada masa Rasulullah Saw.bisa begitu
rendah tidak lain karena tuntutan kemaslahatan umum yang harus
ditanggung dengan dana pajak saat itu relatif sederhana, jauh di
bawah tingkat kebutuhan masyarakat modern sekarang. Dengan kata
lain, tingkat kemaslahatan umum dari masyarakat Madinah ketika itu
sudah cukup terpenuhi hanya dengan beban pajak-zakat yang rendah,
yaitu 2,5% saja.’® Oleh karena itu, mempertanyakan “untuk apa kita
membayar pajak?” itu sama saja dengan bertanya: untuk apa
sesungguhnya kita bernegara? Menjawab pertanyaan moral ini,

Allah SWT.berfirman:

S35 e Gl il ) ¢85
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Artinya:

18 Masdar Farid Mas’udi, Pajak Itu Zakat (Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat),
(Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2019), hal. 19-28.
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Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'‘allaf
yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang
yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,
dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah :
60).1°
Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
pajak daerah yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib
kepada daerah, maka tentunya ada kesadaran akan pajak yang
menjadi tanggung jawab semua. Dengan pemerintah melalui ditijen
pajak sebagai agen pengelolanya, yang tentunya pajak sebagai
sumber pendapatan yang mampu memberikan sumbangsi bagi
perputaran ekonomi suatu Negara.keberadaan pajak daerah harus
ditentukan target yang diperoleh pada setiap tahunnya. Hal ini
bertujuan untuk memaksimalkan relialisasi penerimaan pajak daerah
itu sendiri karena pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi
pendapatan asli daerah apabila relialisasinya melebihi target yang
telah ditetapkan.?

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah, tanpa imbalan langsung yang
seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan vyang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.Dengan

19 Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahan Hijaz, (Bandung: Syaamil Qur’an,

2011), hal. 196.

20 Mardiasmo, Op. Cit., hal. 6.
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demikian, kebijakan intensifikasi pajak selalu berada dalam kontrol
publik. Karena fungsi yang sangat strategis dan prosesnya yang
memungkinkan ada kontrol publik, maka intensifikasi pendapatan
dari sektor pajak merupakan langkah yang dapat dilakukan
pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan aslidaerah.?

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa adanya hubungan
antara penerimaan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu
jika jumlah penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan maka
pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan.

i. Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi secara umum adalah pembayaran-
pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang
menggunakan jasa-jasa Negara.Retribusi adalah iuran pada
Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung
dapat ditunjukkan.Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karna
siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan
iuran itu.??Lebih lanjut, retribusi adalah suatu pembayaran dari
rakyat kepada Pemerintah dimana kita dapat melihat adanya balas
jasa tersebut.?3

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an Surah An-Nisaa’

ayat 59 yang berfirman:

2 |bid., hal. 7.

22 Munawir, Perpajakan, (Jakarta: Liberty, 2012), hal. 4.

23 Suparmako, Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah,
(Yogyakarta: Andi, 2015), hal. 194.
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu.kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 59)%*

Retribusi (juga disebut bea) daerah adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran disebabkan pemakai atau karena memperoleh
jasa dari pekerjaan, usaha atau milik bagi daerah yang
berkepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik secara
langsung maupun tidak langsung.?®

Pengertian retribusi daerah kemudian dijelaskan lagi dalam
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah yaitu : Retribusi daerah selanjutnya disebut retribusi
adalah pungutan daerah sebagai balasan atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang dimaksud dengan :

24 Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahan Hijaz, (Bandung: Syaamil Qur’an,

2011), hal. 87.

%5 Wajong, Administrasi Keuangan Daerah, (Bandung: PT. Persada, 2010), hal. 54.
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Retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi adalah
pungutan sebagai pembayaran atas jasa dan izin tertentu khusus
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang atau pribadi atau jasa.

Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang

meliputi retribusi jasa atau umum, retribusi jasa usaha, dan

perizinn tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atau jasa yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan.

b) Retribusi Jasa Usaha, vyaitu retribusi atas jasa Yyang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan
oleh sektor swasta.

c) Retribusi Perjanjian Tertentu, yaitu retribusi atau kegiatan
tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan yang di maksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam,

barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna
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melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.?®
Dari pendapat-pendapat yang disebut diatas maka dapat
dikemukakan ciri-ciri dari retribusi daerah sebagai berikut :
(1) Retribusi dipungut oleh daerah.
(2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan
daerah yang langsung dapat ditunjukan.
(3) Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkannya,
menggunakan jasa yang disediakan oleh daerah.?’
Ada 5 tolak ukur untuk menilai Retribusi Daerah:
(@) Hasil
Seperti halnya pajak, Retribusi daerah memiliki dua
fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi
reguleerend.Retribusi yang berfungsi budgetair adalah
retribusi yang menghasilkan banyak penerimaan retribusi
sedangkan retribusi yang berfungsi reguleerend adalah
retribusi yang tidak memperhatikan apakah hasilnya
memadai atau tidak yang menjadi perhatian dalah
kefungsian dalam mengatur suatu hal.

(b) Keadilan

% Deddy Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 299.

27 Josef Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 154.
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Menurut Musgrave, arti penting keadilan terdapat pada
kenyataan bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang
layak dalam kegiatan pemerintahan yang mereka biayai
sendiri. Sumber penerimaan harus jelas dasar penerapan
serta kewajiban membayarnya dan tidak sewengang-
wenang.

Dilihat dari individu penyebaran retribusi sebaiknya
atas keadilan memenuhi kriteria keadilan horizontal dan
vertical. Keadila horizontal artinya bahwa beban retribusi
yang dipukul adalah sama diberbagai kelompok yang
berbeda tapi kedudukan ekonomis yang sama.

Sedangkan keadilan vertikal artinya kelompok yang lebih
mampu ekonomis nya harus dapat memberikan sumbangan yang
lebih  besar  dibandingkan  kelompok  yang  tidak
mampu.Pentingnya menetapkan keadilan sebagaimana diajarkan
dalam Islam dan disebutkan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’

Ayat 135.

Iy 4y 2lagd JQMJ’ “’t SR R KA Vi
PR &= Q\ an\j U,AJJ\ ,\ rsaw\ L;c
T35 ol 1ass of a1 Y6 g, 3 4

\Jngj@bugf\) f)g;jfojﬁj\

Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang
yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah
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biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum
kerabatmu. Jika iaKaya ataupun Miskin, Maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran.dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang
kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nisa: 135).%8

(©)

(d)

Efisiensi Ekonomi

Pajak dan retribusi bisa jadi penghambat perkembangan
dan pertumbuhan perekonomian.Sebab pajak dan retribusi
menyebabkan pendapatan masyarakat, akibatnya perputaran
ekonomi yang semula berputar dengan cepat menjadi lebih
lambat.Melalui keseimbangan dan hubungan pendapatan
terbentuk  dari  pengeluaran  konsumsi  masyarakat,
pengeluaran tabungan masyarakat dan penegluaran pajak
serta retribusi.
Kemampuan Melaksanakan

Pemungutan retribusi daerah dilihat dari sudut
kemampuan politis daerah untuk memungut retribusi
daerah, yaitu pungutan dari retribusi daerah didukung oleh
seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya kemampuan politis
akan diimplementasikan dalam kemampuan administrasi
pemungutan retribusi daerah. Harus terlibat adanya
hubungan antara potensi dengan realisasi penerimaan

pungutan daerah.Semakin tinggi realisasi penerimaan

28 Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahan Al- Jumnatul ,Ali, (Bandung: CVJ-

Art, 2004), hal. 170.
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pungutan  daerah  dibandingkan  dengan  potensi
penerimaannya menunjukkan bahwa daerah memiliki
kemampuan untuk melaksanakan suatu pemungutan.

(e) Kesesuaian Penerimaan Daerah

Yang dimaksud dengan kesesuaian pungutan sebagai
penerimaan daerah dapat dilihat dari dua hal, pertama
dibandingkan dengan daerah yang sejenis dan yang kedua
dibandingkan dari daerah yang lebih tinggi. Kesuaian
dengan daerah yang sejenis, artinya apabila suatu pungutan
di daerah memiliki nilai ekonomi berupa daerah tersebut
mampu melaksanakan pemungutan, maka pada saat yang
sama pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi berupa
sesuai dengan pungutan daerah.

Namun apabila suatu pungutan tidak memiliki kemampuan
untuk melaksanakan, maka pada saat yang sama daerah tersebut
tidak sesuai sebagai tempat pemungutan pungutan daerah.
Sedangkan kesesuaian dengan daerah yang lebih tinggi artinya,
apabila suatu pungutan telah di tarik oleh pemerintah pusat, maka
tidak boleh lagi di tarik oleh pemerintah daerah.Oleh karena itu
dapat dipastikan bahwa suatu pungutan pastilah sesuai dengan

daerah yang lebih tinggi.
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Jenis dan Golongan Retribusi Daerah

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun

2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan terdiri dari tiga jenis

retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi

jasa perizinan tertentu.

Adapun jenis-jenis retribusi, sebagai berikut :

1) Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan

atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi

atau badan.

d)

f)

9)

h)

)

Retribusi jasa umum adalah:

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
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Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi
Kriteria sebagai berikut:

(1) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan
retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.

(2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

(3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang
pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar
retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan
kemanfaatan umum.

(4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

(5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional
tentang pelaksanaannya.

(6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta
merupakan salah satu sumber pendapatn daerah yang
potensial.

(7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa
tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.?®

2) Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial,

meliputi:

29 Carunia Mulya Firdausy, Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), hal. 150-152.
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b)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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Pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang
belum dimanfaatkan secara optimal.

Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum
disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan

Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Terminal

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Penginapan atau Villa

Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

(10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinzn

tertentu oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau

badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, jenis

Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
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@)

(3)
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a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
c) Retribusi Izin Gangguan
d) Retribusi Izin Trayek
e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Untuk menetapkan tarif masing-masing jenis retribus
tersebut diatas dilakukan berdasarkan prinsip dan sasaran yaitu:
Untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan
daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
Untuk Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.
Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan
untuk  menutup sebagian atau sama dengan biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu di

perhatikan:

(a)

(b)

Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering
menghindari pungutan dengan cara menunda pembayaran dan
berkeinginan membayar lebih kecil dari yang seharusnya
dibayar.

Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi. Dalam

melaksanakan pungutan sistem dan prosedur administrasi sangat
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membantu karena merupakan alat pengawasan terhadap
pelaksana administrasi maupun wajib retribusi  dalam
menghindari kebocoran dan penyimpangan yang mungkin
terjadi dalam pemungutan retribusi dalam mengefektifkan
penerimaan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu: melakukan konfirmasi
data pada instansi terkait, pendapatan tarif, penagihan retribusi
perlu petugas yang disiplin waktu, penyetoran, pembukuan dan
pelaporan.

(c) Aparat pemungut atau petugas , bagi petugas retribusi
diperlukan mental dan sikap bertanggungjawab sepenuhnya
dalam pelaksanaan tugas.

Prinsip-prinsip  dalam  penerapan  retribusi  harus
diperhatikan agar retribusi dapat mencapai tujuannya untuk
membiayai pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah.*

Empat prinsip umum yang digunakan sebagai indicator
dalam pengenaan retribusi yaitu, sebagai berikut:

1. Kecukupan

Retribusi terhadap pemakaian barang atau jasa perlu
diterapkan untuk melakukan rasionalisme permintaan dari

konsumen.Tanpa adanya harga maka permintaan dan penawaran

%0 Nick Devas, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, (Jakarta: UlPress, 2012), hal.
40-44.
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terhadap suatu barang tidak dapat menciptakan alokasi sumber
daya yang efisien.
Keadilan

Kriteria kedua adalah keadilan.Penetapan harga layanan
atau tarif retribusi, harus menerapkan prinsip keadilan.Pada
prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh
semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan
kesanggupan masing-masing golongan.

Penerapan tarif retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib
retribusi. Semakin rendah kemampuan membayar maka semakin
rendah tarif yang dikenakan dibanding mereka yang memiliki
kemampuan membayar lebih besar.

Kemudahan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah ditaksir dan dipungut,
mudah ditaksir karena pertanggung jawaban didasarkan atas
tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab
penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Hal ini
terkait dengan benefit principle pada retribusi yang
dikemukakan oleh Mc. Master (1991) yaitu retribusi dikenakan
kepada individu atau kelompok yang menikmati manfaat barang
dan jasa tersebut dengan pemakaian. Sebaliknya individu atau
kelompok yang tidak menikmati dibebaskan dari kewajiban

membayar.
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Kesepakatan Politis

Retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus
diterima oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang akan
menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi,
sehingga didalamnya harus memuat kepastian hukum. Sehingga
diperlukan suatu kemampuan politik dalam menetapkan
retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan
bagaimana memungut retribusinya.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dibedakan atas

tiga kelompok masing-masing sebagai berikut:

a)

b)

Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemungutannya
menggunakan surat kuasa untuk menyetor.

Kelompok retribusi daerah dimana sarana pemungutannya
menggunakan barang berharga seperti: materai, kupon, dan
formulir berharga.

Kelompok retribusi daerah yang pelaksanaan pemungutannya

dilakukan dengan menggunakan kartu.!

Retribusi dalam Pandangan Islam

Dalam kajian hukum Islam, retribusi daerah termasuk dalam

kategori ijarah.Akad ijarah merupakan bentuk pertukaran yang

objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu.ljarah

apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa, sedangkan

31 Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah, (Yogyakarta: UlPress, 2015),

hal. 45-46.
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jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah.
Timbulnya ijarah disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang
atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan.
ljarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan
syarat akad yang telah ditetapkan syara’ sebagaimana akad pada
umumnya, yakni adanya para pihak, objek ijarah, dan akad.®?
Berikut firman Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 233 yang secara

tersurat memperkenankan akad sewa.

2 of 3151 0 L s SA e UJJ)J\)@
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Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.dan
kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan
warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

}5"’

32 Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE, 2010), hal. 94.



42

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha
melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al- Bagarah : 233)*

Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun
2009 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas dasar atau
pemberian tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Retribusi daerah sebagaimana halnya dengan pajak daerah
merupakan salah satu pendapatan asli daerah menjadi salah satu
sumber  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan
kesejahteraan masyarakat.Daerah diberi peluang dalam menggali
potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis
retribusi.Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar
terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merelisasi pendapatan
asli daerah. Semakain besar penerimaan retribusi daerah maka akan

semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah.®*

Sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting lainnya
ialah retribusi daerah.Pengertian retribusi secara umum adalah
pembayaran kepada daerah yang dilakukan oleh mereka yang
menggunakan jasa-jasa daerah, atau merupakan iuran kepada

pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik yang secara

33 Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahan Hijaz, (Bandung: Syaamil Qur’an,

2011), hal. 37.

34 Mardiasmo, Op. Cit., hal. 88-89.
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langsung dapat ditunjuk.Paksaan ini bersifat ekonomi karena siapa
saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, maka dia tidak
dikenakan iuran itu.
Daerah mempunyai kewenangan dalam memungut semua jenis
retribusi daerahnya.Peran serta masyarakat dalam membayar
retribusi sangat diharapkan untuk meningkatkan penerimaan
retribusi daerah. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah
maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli
daerah.*®
Dengan demikian, adanya hubungan antara retribusi daerah
dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan
retribusi daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah
juga mengalami kenaikan.
Penelitian Terdahulu

Sebagai penunjang untuk penelitian ini maka penelitian terdahulu
perlu adanya untuk mendukung analisis dan landasan teori yang ada,
berkaitan dengan keputusan pembelian produk telah dilakukan beberapa

penelitian sebelumnya antara lain:

% bid., hal. 83-84.
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ahulu

No.

Nama Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

A.B.
Setiawan,
Surtini (2017)

E.

Analisis Kontribusi
dan Efektivitas
Sumber-Sumber
Penerimaan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Pada
Pemerintah Daerah
Kabupaten Cianjur.

Hasil penelitian yang
dilakukan ini menunjukkan
bahwa rata-rata efektivitas
Pajak Daerah adalah
107,31%, Retribusi
Daerah adalah  105,49%,
Manajemen Kekayaan
Daerah adalah 95,54%, dan
Penghasilan Sah Lainnya
adalah 112,51%. Tingkat
kontribusi sumber
pendapatan pemerintah
daerah pada periode 2012 -
2014 mulai dari  0,30%
hingga 10,13% dan hasilnya|
sangat cukup dan cukup.

Artha
Effan

Phaureula
Wulandari,
Najwaini,
dan Faris Ade
Irawan. (2018)

Analisis Efektivitas
dan Kontribusi
Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah
Terhadap
Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota
Balangan

Tahun 2012 -2016

Analisis Efektifitas Pajak
Daerah selama 5 tahun,
sudah sangat efektif, terlihat
dari realisasi pajak daerah
dapat tercapai di atas
anggaran yang telah
ditetapkan. Analisis
efektifitas Retribusi daerah
menunjukan Kriteria sangat
efektif. Analisis kontribusi
dari sektor pajak daerah
masih sangat kurang,
terutama tahun 2012.
Analisis  kontribusi  dari
sektor retribusi daerah masih
sangat rendah, terutama

tahun 2012.
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Nona Nelly Analisis EfektivitasBerdasarkan hasil penelitian
Bawuna,  LintjeKinerja Penerimaan mengacu  pada  analisis
Kalangi Pajak Daerah dan |efeketivitas Pajak Daerah
dan TreesjeRetribusi ~ Daerahisangat efektif sedangkan
Runtu. Terhadap Retribusi  Daerah  cukup
(2018) Pendapatan Asliefektif. dan analisis
Daerah dikomparatif menunjukan
Kabupaten Siaubahwa Retribusi  Daerah
Tagulandang Biaro |lebih mendominasi
memberikan kontribusi
terhadap Pendapatan
Asli Daerah.
A. Imam Kontribusi PajakHasil penelitian ini
Zulfikar Daerah Danmenunjukkan bahwa
&  AbdulRetribusi  DaerahKontribusi Pajak Daerah
Rahman (2019) ([Terhadap terhadap PAD di Kabupaten
Pendapatan AsliBarru tahun 2013- 2017
Daerah Ditergolong kecil dengan nilai
Kabupaten  Barrujpersenta 12,82%, sementara

Tahun 2013 - 2017.

Kontribusi Retribusi Daerah
terhadap Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Barru
tahun 2013-2017 tergolong
kecil dengan nilai persentase
17,34%.

Rizka Famela
Meinanda dan
Annisa Yuniar,
Larassati

(Jurnal Riset
Akuntansi dan

Perbankan, 2021)

Pengaruh

Kontribusi Pajaki
Daerah

Dan Retribusi
Daerah  Terhadap
Pendapatan Asli

Daerah (Studi kasus

Pengujian  ini  bertujuan
untuk  menguji  pengaruh
pajak dan retribusi daerah
terhadap pendapatan asli
daerah dengan fokus pada
Badan Pengelola Pendapatan
Daerah (BAPPENDA) Kota

pada BAPPENDA
Kota Cimahi, Tahun
anggaran 2015-2019)

Cimahi periode 2015-2019.
Metode pengambilan sampel

dengan sampel Laporan
Realisasi APBD Kota
Cimahi per bulan selama

periode pengamatan 5 tahun
berturut-turut menghasilkan
60 data sampel. Alat analisis
yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah dengan
menggunakan analisis
regresi linier berganda.

Hasil penelitian
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menunjukkan bahwa secara

parsial pajak daerah
berpengaruh signifikan dan
signifikan terhadap,

pendapatan  asli  daerah,
retribusi daerah berpengaruh
negatif ~ dan  signifikan
terhadap pendapatan asli
daerah, sedangkan pajak
daerah dan retribusi secara
bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap
pendapatan asli daerah.

Berdasarkan tabel di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara
penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh A.B. Setiawan, E. Surtini yaitu
Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Cianjur sedangkan judul peneliti ini Kontribusi Pajak daerah dan
Retribusi Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah  Kota
Padangsidimpuan. Perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti A.B.
Setiawan, E. Surtini meneliti di daerah Kabupaten Cianjur, sedangkan
lokasi penelitian ini adalah Kota Padangsidimpuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Phaureula Artha Wulandari, Effan
Najwaini, dan Faris Ade Irawan meneliti Analisis Efektivitas dan
Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Balangan Tahun 2012 -2016 dan judul peneliti
Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Padangsidimpuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada
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lokasi yang diteliti. Phaureula Artha Wulandari, Effan Najwaini, dan
Faris Ade Irawan meneliti di Kota Balangan, sedangkan lokasi penelitian
ini adalah Kota Padangsidimpuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi
dan Treesje Runtu yaitu Analisis Efektivitas Kinerja Penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Siau Tagulandang Biaro sedangkan judul peneliti ini
Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Padangsidimpuan. Perbedaannya terletak pada lokasi yang
diteliti. Nona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi dan Treesje Runtu meneliti
Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, sedangkan lokasi penelitian ini
adalah Kota Padangsidimpuan.

Penelitian yang dilakukan oleh A. Imam Zulfikar & Abdul Rahman,
yaitu Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Barru Tahun 2013 - 2017
sedangkan judul peneliti ini Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan.
Perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti. A. Imam Zulfikar &
Abdul Rahman meneliti Di Kabupaten Barru, sedangkan lokasi penelitian
ini adalah Kota Padangsidimpuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Famela Meinanda dan Annisa
Yuniar Larassati yaitu Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus pada BAPPENDA
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Kota Cimahi sedangkan judul peneliti ini Kontribusi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Padangsidimpuan.Perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti. Rizka
Famela Meinanda dan Annisa Yuniar Larassati meneliti di Kota Cimahi,

sedangkan lokasi penelitian ini adalah Kota Padangsidimpuan.



BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Metodologi penelitian ilmu yang mengkaji ketentuan atau aturan
mengenai metode yang digunakan dalam penelitian.®® Penelitian ini dilakukan
di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.
Waktu penelitian ini dimulai bulan Juli 2021 sampai dengan selesai.
B. Jenis Penelitian
Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang
bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan
secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data,
penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Jenis
Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan rancangan penelitian
deskriptif observasional. Penelitian digunakan untuk melihat gambaran dari
fenomena, deskripsi kegiatan dilakukan secara sistematis dan lebih
menekankan pada data faktual dari pada penyimpulan. Penelitian observasi
merupakan penelitian yg tidak melakukan manipulasi atau intervensi pada
subyek peneliti. penelitian ini hanya melakukan pengamatan (observasi) pada

subjek penelitian.?’

% Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian,
(Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 4.

37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2012), him. 26.
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C. Jenis dan Sumber Data

1.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel.
Data panel adalah data yang bersifat time series (runtun waktu) dan cross
section (silang tempat), sehingga terdiri atas beberapa objek dan meliputi
beberapa periode.® Data time series dilakukan berdasarkan kesesuaian
waktu, sedangkan data cross section diambil dari data satu atau lebih
variabel dalam satu kurun waktu®,
Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diambil langsung dari responden
yang berasal dari data keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota
Padangsidimpuan.
Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data diperoleh
melalui publikasi Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan. Data
yang digunakan adalah realisasi APBD Kota Padangsidimpuan tahun
2015-2021. Data tersebut terdiri dari data Pendapatan Asli Daerah, Pajak

Daerah, dan Retribusi Daerah.

38 Wing Wahyu Winarno, Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi 4,

(‘Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal. 2.

39 Nur Asnawi dan Masyhuri, Metodologi Riset Managemen Pemasaran, (Malang: UIN

Maliki Press, 2011, hal. 117.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam menguiji
hipotesis diperlukan suatu instrumen atau teknik penelitian. Menurut
Suharsimi Arikunto teknik penelitian ini merupakan alat atau fasilitas yang
digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih
mudah dan hasilnya lebih baik diolah.*

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan yang digunakan bersumber
dari jurnal, skripsi, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian
ini.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu metode pengambilan data dengan melakukan
pengamatan, perekaman, dan pencatatan terhadap obyek/fenomena yang
diteliti mengenai tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada kantor
Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data
Pengolahan data dalam penelitian ini berpatokan pada Kisi-Kisi yang
disesuaikan dengan indikator-indikator data yang ada. Analisis yang akan

digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik

40 Ibid, hal.155.
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deskriptif berguna untuk mendiskripsikan variabel penelitian yang diperoleh

melalui hasil-hasil pengukuran.*

1. Analisis Pajak

Untuk menentukan kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah

terhadap pendapatan asli daerah adalah dengan membagi besarnya
realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan realisasi
pendapatan asli daerah. Rumus untuk menghitung persentase kontribusi
menurut Halim (2014):

Kontribusi = Realisasi Pajak Daerah x 100 %

Realisasi PAD
Tabel 111.1

Persentase Kontribusi Kriteria
0,00%-10% Sangat Kurang
10,10%-20% Kurang
20,10%-30% Sedang
30,10%-40% Cukup Baik
40,10%-50% Baik

>50% Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

2. Analisis Retribusi
Analisis retribusi dijadikan tolak ukur untuk mengetahui seberapa
besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil
mencapai target yang telah ditentukan pada suatu periode tertentu, hal ini
juga dilakukan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan
menemukan potensi-potensi yang ada setelah dilakukannya analisis.
Rumus untuk menghitung tingkat efektivitas menurut Mahmudi (2019)

sebagai berikut:

41 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), 137
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Realisasi PAD
Tabel 111.2

Persentase Kontribusi Kriteria
> 100% Sangat Efektif

90-100% Efektif
80-90% Cukup Efektif
60-80% Kurang Efektif
< 60% Tidak Efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 2002 Dalam (Sari, 2010)




BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Padangsidimpuan

1.

Sejarah Kota Padangsidimpuan

Tahun 1700, Kota Padangsidimpuan hanya berupa dusun kecil yang
oleh para pedagang disebut "Padang na dimpu” yang memiliki dataran
tinggi yang di tumbuhi ilalang,lokasinya berada di tepian aek
samgkumpal bonang kampong bukit, setelah terbentuk nya Recidency
Tappanooli tahun 1771, melalui Besluit Gubernur Jendral tanggal 7
Desember 1842, kota padangsidimpuan di tetapkan menjadi ibu kota
Residentie Tapanuli antar tahun 1885-1906.

Pada masa awal kemerdekaan , Kota padangsidimpuan juga menjadi
pusat pemerintahan dari seluruh wilyah lembah besar tapanuli selatan dan
pernah menjadi ibukota Kabupaten Angkola Sipirok hingga digabungkan
kembali Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok dan
Kabupaten Padang Lawas Utara melalui undang-yndang darurat Nomor
70/DRT/1956 tentang pembentukan daerah kabupaten — kabupaten dalam
lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 1982 Kota
Padangsidimpuan menjadi pemerintah kota administratif sesuai dengan
peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1982.

Melalui aspirasi masyarakat, Kota Padangsidimpuan diusulkan
menjadi kota Otonom yang secara definitive diresmikan oleh Menteri

dalam Negeri atas nama Presiden republik Indonesia pada tanggal 17
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oktober 2001 sesuai dengan Undang-undang Nomor 04 Tahun 2001
tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan. Secara geografis, Kota
Padangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten
Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induk nya. Kota ini
merupakan persimpangan jalur darat menuju kota Medan ,Sibolga, dan
Padang (Sumatera Barat) di jalur lintas barat Sumatera.*?
2. Visi dan Misi Kota Padangsidimpuan

a. Visi Kota Padangsidimpuan

1) Kota berkarakter adalah Kota yang memiliki ciri ciri khas
dengan keragaman Suku, Struktur Budaya, Agama, Adat
istiadat, Kesenian dan lainnya yang di jadikan sebagai asset
Kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat.

2) Kota bersih mengimplementasikan kota dengan wilayah yang
bersih, sehat dan penuh harmoni.

3) Kota aman dimaksudkan bahwa kota yang wilayahnya mendapat
jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan
dari rasa khawatir dan takut.

4) Kota sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota yang
masyarakat nya maju dalam  berkeadaban  dengan
mengedepankan pendidikan, ilmu iman, dan amal, maka

mendapatkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

4 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidimpuan, Statistik Sektoral
Pemerintah Kota Padangsidimpuan, (Padangsidimpuan: CV. Nita Riski, 2019), hal. 7.
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b. Misi Kota Padangsidimpuan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religious
cerdas dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan tagwa
(IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan tekhnologi (IPTEK),
melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas .

Membuka lapangan kerja dengan iklim investasi yang kondusif
dan meningkatkan potensi ekonomi krakyatan yang berdaya
saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian,
pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah , dan industry
rumah tangga.

Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana
dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan
perkembangan kota.

Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana
dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang
sehat dan sejahtera.

Meningkatkan  pelayanan  public dengan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good
govermance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku .
Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap
gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap
generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah

penyalah gunaan narkoba dan tindak kriminalnya.
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7) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik
sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk lapisan
masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok difabel.*

B. Hasil Penelitian
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari data anggaran Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten /Kota menurut jenis pendapatan Provinsi Sumatera
Utara di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan. Data yang diminta
peneliti yaitu data anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/Kota menurut jenis Pendapatan Kota Padangsidimpuan dari tahun
2015-2021 yang akan digunakan untuk mendapatkan jumlah dari penerimaan
Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
1. Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah
sehingga sangat diharapkan penerimaan dari sektor pajak daerah ini
dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Berikut
adalah data realisasi penerimaan pajak daerah kota padangsidimpuan

tahun 2015-2021:

43 1bid., hal. 7.
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Tabel IV.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padangsidimpuan
Tahun 2015-2021

Pajak Daerah
Tahun
Anggaran Realisasi
2015 11.542.224.916 11.472.204.984
2016 84.503.351.787 78.417.755.706
2017 120.211.679.947 109.640.419.281
2018 17.707.779.855 1.691.496.034
2019 19.058.547.515 18.577.289.231
2020 11.433.452.329 16.238.176.999
2021 22.442.040.000 17.346.867.236

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan

Dari data pada table V. 1 di atas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak
daerah pada kota padangsidimpuan tahun 2015-2021 dimana dari data
tersebut penerimaan pajak daerah kota padangsidimpuan berfluktuasi.

Untuk mengetahui persentase kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Padangsidimpuan berikut cara menghitung kontribusi
penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Padangsidimpuan :

Kontribusi = Realisasi Pajak Daerah x 100 %
Realisasi PAD

a. Kontribusi 2015 = 11.472.204.984 x100% = 16,93
67.730.738.637

b. Kontribusi 2016 = 78.417.755.706 x 100% =49,96
156.935.511.412

c. Kontribusi 2017 = 109.640.419.281 x 100 % =50,00
219.280.838.561

d. Kontribusi 2018 = 1.691.496.034 x 100% =2,25
74.974.998.329
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e. Kontribusi 2019 = 18.577.289.231 x100% =21,24
87.432.283.185
f. Kontribusi 2020 = 16.238.176.999 x 100% = 25,37
64.004.142.634
g. Kontribusi 2021 =17.346.867.236 x 100% = 28,97
59.865.657.757
Tabel 1V.2
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2015 — 2021
Retribusi Daerah
Tahun
(a) Realisasi Pajak Realisasi PAD ?x 100
(b) (c) (%)
2015 11.472.204.984 67.730.738.637 16,93
2016 78.417.755.706 156.935.511.412 49,96
2017 109.640.419.281 219.280.838.561 50,00
2018 1.691.496.034 74.974.998.329 2,25
2019 18.577.289.231 87.432.283.185 21,24
2020 16.238.176.999 64.004.142.634 25,37
2021 17.346.867.236 59.865.657.757 28,97

Tabel 1V.2 menunjukkan bahwa hasil penerimaan pajak daerah di tahun
2017 kontribusinya terhadap sumber PAD Kota Padangsidimpuan mengalami
peningkatan dalam tahunnya, dimana kontribusi terendah pajak daerah
terhadap PAD terjadi pada tahun 2018 hanya sebesar 2,25 % dan kontribusi
tertinggi pajak daerah terhadap PAD terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar
50,00 %. Bila dilihat secara nominalnnya, ada peningkatan realisasi pajak
daerah di tahun 2017 sebesar Rp. 109.640.419.281 dibandingkan tahun 2016
sebesar Rp. 78.417.755.706 namun tingkat kontribusinya terhadap PAD turun
menjadi 2,25 % lebih rendah di tahun 2018 dibandingkan tahun 2015 yang
sebesar 16,93 % sementara tahun 2019-2021 mengalami peningkatan sebesar

21,24%, 25,37% dan 28,97%. Penurunan tingkat persentase kontribusi pajak
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daerah terhadap PAD di tahun 2018 ini disebabkan karena kenaikan nominal
pajak daerah tidak sebanding dengan besarnya nominal PAD di tahun 2018.
Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa kontribusi tertinggi pajak
daerah terhadap PAD Kota Padangsidimpuan terjadi di tahun 2017 dengan
nilai kontribusi sebesar 50,00%. Tingginya nilai kontribusi pajak daerah
terhadap PAD Kota Padangsidimpuan di tahun 2017, disebabkan karena
tingginya nilai realisisasi penerimaan dari sektor pajak daerah.
2. Retribusi Daerah
Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan PAD di Kota
Padangsidimpuansetelah pajak daerah. Berikut adalah data realisasi
penerimaan retribusi daerah kota padangsidimpuan tahun 2015-2021.:
Tabel 1V.3

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Padangsidimpuan
Tahun 2015-2021

Retribusi Daerah
Tahun
Anggaran Realisasi
2015 53.647.261.040 41.301.893.600
2016 13.425.081.910 12.561.944.283
2017 15.032.779.855 15.653.314.656
2018 51.190.038.200 43.138.417.739
2019 13.651.229.542 10.226.630.196
2020 9.632.023.042 8.593.294.190
2021 10.206.428.263 2.258.499.975

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan

Dari data realisasi penerimaan retribusi daerah kota padangsidimpuan di

atas juga dapat kita lihat bahwa penerimaan yang berasal dari retribusi daerah

di kota padangsidimpuan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun

2016 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 begitu pula terjadi pada tahun

2019 mengalami penurunan juga dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018,
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selama tahun 2015-2021 berfluktuasi. Penerimaan dari retribusi daerah masih
ada yang belum memenuhi target atau anggaran yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah kota padangsidimpuan hal tersebut juga terjadi pada penerimaan
pendapatan asli daerah kota padagsidimpuan yang mengalami beberapa kali
penurunan dan tidak terpenuhinya anggaran atau target yang telah ditetapkan.
Berikut ini data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota
padangsidimpuan tahun 2015-2021.

Untuk mengetahui persentase kontribusi retribusi terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kota Padangsidimpuan berikut cara menghitung kontribusi
penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Padangsidimpuan :

Kontribusi = Realisasi Retribusi Daerah x 100 %
Realisasi PAD

a. Kontribusi 2015 = 41.301.893.600 x 100% = 60,97

67.730.738.637

b. Kontribusi 2016 = 12.561.944.283 x 100% = 8,00
156.935.511.412

c. Kontribusi 2017 = 15.653.314.656 x100% =7,13
219.280.838.561

d. Kontribusi 2018 =43.138.417.739x100% =57,53
74.974.998.329

e. Kontribusi 2019 = 10.226.630.196 x100% =11,69
87.432.283.185

f. Kontribusi 2020 = 8.593.294.190 x 100 % =13/42
64.004.142.634

g. Kontribusi 2021 = 2.258.499.975 x100%  =3,77
59.865.657.757
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Tabel 1V .4
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Tahun 2015 - 2021
Retribusi Daerah
Tahun
(a) Realisasi Retribusi Realisasi PAD b 100
c
(b) (c) (%)

2015 41.301.893.600 67.730.738.637 60,97
2016 12.561.944.283 156.935.511.412 8,00
2017 15.653.314.656 219.280.838.561 7,13
2018 43.138.417.739 74.974.998.329 57,53
2019 10.226.630.196 87.432.283.185 11,69
2020 8.593.294.190 64.004.142.634 13,42
2021 2.258.499.975 59.865.657.757 3,77

Tabel 1V.3 menunjukkan bahwa hasil penerimaan retribusi daerah dari
tahun 2015 sampai dengan 2021 kontribusinya terhadap sumber PAD Kota
Padangsidimpuan mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya, dimana pada
tahun 2015 kontribusi retribusi daerah tertinggi sebesar 60,97% sedangkan
pada tahun 2021 mengalami penurunan terendah sebesar 3,77. Bila dilihat
pertahunnya, untuk tahun 2016 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD
sebesar 8,00% mengalami penurunan sebesar 52,97% dan sangat jauh dari
tahun 2015 yaitu 60,97%. Namun demikian, di tahun 2016, 2017, 2019, 2021
kontribusi retribusi daerah terhadap PAD mengalami penurunan setiap
tahunnya masing-masing sebesar 8,00%, 7,13%, 11,69% dan 3,77%.
Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa kontribusi retribusi daerah
terhadap PAD Kota Padangsidimpuan kebanyakan mengalami penurunan yang
sangat drastis pada tahun 2016, 2017, 2019, dan 2021 dengan nilai kontribusi
sebesar 8,00%, 7,13%, 11,69%, dan 3,77%. Rendahnya nilai kontribusi

retribusi daerah terhadap PAD Kota Padangsidimpuan dibeberapa tahun,
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disebabkan karena rendahnya nilai realisisasi penerimaan dari sektor retribusi
daerah.

Perbandingan Penerimaan Persentase Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dalam bentuk Persentase

Dari uraian di atas mengenai besarnya penerimaan pajak daerah dan
retribusi daerah yang telah dijelaskan maka penulis dapat membandingkan
penerimaan persentase pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan
asli daerah di kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2015 — 2021.

Tujuan dibuatnya perbandingan ini ialah untuk mengetahui seberapa
besar kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap
pendapatan asli daerah sehingga telah diperoleh hasilnya yang menunjukkan
bahwa kedua-duanya memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan
asli daerah.

Dalam hal ini penulis menyajikan table mengenai perbandingan
penerimaan persentase pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan
asli daerah di kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2015 — 2021 dalam

bentuk table berikut ini :
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Tabel IV.5
Persentase Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 - 2021

Tahun Persentase Pajak Daerah | Persentase Retribusi Daerah
(a) Terhadap PAD Terhadap PAD
(%) (%)

2015 16,93 60,97
2016 49,96 8,00

2017 50,00 7,13

2018 2,25 57,53
2019 21,24 11,69
2020 25,37 13,42
2021 28,97 3,77

Total 177,79 158,74

Persentase

Pada tabel V.5 dijelaskan bahwa persentase pajak daerah terhadap PAD
tahun 2015 sebesar 16,93%, persentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar
60,97%. Tahun 2016 persentase pajak daerah terhadap PAD sebesar 49,96%,
persentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar 8,00%. Tahun 2017
persentase pajak daerah terhadap PAD sebesar 50,00%, persentase retribusi
daerah terhadap PAD sebesar 7,13%. Tahun 2018 persentase pajak daerah
terhadap PAD sebesar 2,25%, persentase retribusi daerah terhadap PAD
sebesar 57,53%. Tahun 2019 persentase pajak daerah terhadap PAD sebesar
21,24%, persentase retribusi daerah terhadap PAD sebesar 11,69%. Tahun
2020 persentase pajak daerah terhadap PAD sebesar 25,37%, persentase
retribusi daerah terhadap PAD sebesar 13,42%. Tahun 2021 persentase
pajak daerah terhadap PAD sebesar 28,97%, persentase retribusi daerah
terhadap PAD sebesar 3,77%.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa besarnya

persentase pajak daerah dibadingkan dengan persentase retribusi daerah
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terhadap pendapatan asli daerah Kota Padangsidimpuan untuk tahun anggaran
2015, Persentase retribusi daerah lebih besar dibandingkan pajak daerah pada
tahun 2015, tetapi pada tahun anggaran 2016 dan 2017 persentase pajak
daerah lebih besar dibandingkan dengan retribusi daerah, persentase pajak
daerah pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan sebesar 49,96% dan
50,00%. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan dari
pajak daerah setiap tahunnya. Kontribusi yang dialami Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah lebih banyak meningkat
pada Pajak Daerah dibandingkan Retribusi Daerah dan dapat dilihat pada
persentase Kontribusi Pajak Daerah maupun Kontribusi Retribusi Daerah
yang dimana Pajak Daerah terus meningkat disetiap tahunnya sedangkan
Retribusi Daerah terus mengalami penurunan.
D. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tabel 1V.6

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Padangsidimpuan tahun 2015-2021

Pendapatan Asli Daerah
Tahun
Anggaran Realisasi
2015 78.587.530.960 67.730.738.637
2016 169.006.703.574 156.935.511.412
2017 240.423.359.894 219.280.838.561
2018 93.313.756.578 74.974.998.329
2019 97.944.798.103 87.432.283.185
2020 63.005.916.583 64.004.142.634
2021 99.394.393.986 59.865.657.757

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan

Melihat pada potensi (capaian) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Padangsidimpuan periode tahun 2015-2021 di atas, maka komponen
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PAD (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) merupakan bagian dari
penerimaan daerah yang harus digali dari wilayah Kota Padangsidimpuan.
Besarnya penetapan jumlah PAD tergantung pada potensi daerah dan
kemampuan  pemerintah  daerah  Kota  Padangsidimpuan  dalam
memaksimalkan pengelolaan sumber-sumber PAD (pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
PAD yang sah) yang dimiliki daerah.

Kemampuan pemerintah daerah Kota Padangsidimpuan dalam hal ini
dapatdilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah yang dimana total
persentase penerimaan pajak daerah sebesar 177,79% dan retribusi daerah
sebesar 158,74%. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan harus
meningkatkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pengelolaan sumber-sumber
penerimaan melalui pengembangan retribusi daerah dengan menegakkan
peraturan daerah sebagai upaya yang dilakukan dan kebijakan yang diambil
dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah dan
menyeratakan pendapatan pajak daerah dengan retribusi daerah.

Upaya Intensifikasi atau optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber atau jenis penerimaan
Pendapatan Daerah yang sudah ada, namun belum terkelola secara optimal
atau masih memiliki potensi untuk dapat ditingkatkan atau dimaksimalkan
agar pencapaian realisasi penerimaannya bertambah dan upaya Ekstensifikasi

atau penambahan jenis obyek penerimaan pendapatan daerah ditujukan untuk
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mencari atau menggali potensi sumber-sumber baru penerimaan Pendapatan
Daerah.
Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Dan Pengelolaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Memperhatikan prosedur dan mekanisme pengelolaan Retribusi Daerah
dan Pajak Daerah yang transparan dan jelas, tidaklah berarti dalam
pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah sudah pasti
akan berjalan baik namun dalam pelaksanaanya masih sering mengalami atau
di jumpai hambatan dariberbagai pihak baik hambatan yang bersifat internal
maupun yang bersifat eksternal. Adapun hambatan-hambatan tersebut dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. Hambatan yang bersifat internal

Hambatan yang bersifat internal dalam pemungutan dan pengelolaan
Retribusi Daerah dan Pajak Daerah bersumber dari dalam organisasi
pemerintah Kota Padangsidimpuan yang disebabkan oleh hal-hal antara
lain adalah:

a. Perkembangan intelektual dan moral aparat pengelola Retribusi

Daerah dan Pajak Daerah.

b. Kurangnya koordinasi antara lain unit pemungut dan pengelola

Retribusi Daerah dan Pajak Daerah dengan unit-unit yang terkait.

c. Kurangnya kesadaran petugas DISPENDA untuk memberikan

sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.
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Kurangnya pelayanan yang baik dari petugas terhadap Wajib Pajak
yang ingin membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di

DISPENDA Kota Padangsidimpuan.

2. Hambatan yang bersifat Eksternal

Hambatan yang bersifat eksternal dalam pemungutan dan

pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan

Asli dari luar organisasi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan yang

disebabkan oleh hal-hal antara lain adalah:

a.

Perkembangan intelektual dan moral masyarakat untuk membayar
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum sepenuhnya tertanam
dalam masyarakat.

Rendahnya Income perkapital masyarakat.

Adanya usaha peningkatan beban Pajak Daerah oleh masyarakat
sesuai ketentuan maupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

Sumber Daya Manusia yang rendah.

Ada sebagian masyarakat yang tidak mau mengerti tentang
kewajiban mebayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kurangnya pemahaman tentang peraturan-peraturan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah oleh masyarakat.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian peneliti didukung oleh penelitian A.B. Setiawan dan E.

Surtini judul penelitian Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber-Sumber
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Penerimaan Ali Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan
hasil penelitian Hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa rata-
rata efektivitas Pajak Daerah adalah 107,31%, Retribusi Daerah adalah
105,49%, Manajemen Kekayaan Daerah adalah 95,54%, dan Penghasilan Sah
Lainnya adalah 112,51%. Tingkat kontribusi sumber pendapatan pemerintah
daerah pada periode 2012 - 2014 mulai dari 0,30% hingga 10,13% dan
hasilnya sangat cukup dan cukup.

Sedangkan penelitian Phaureula Artha Wulandari, Effan Najwaini, dan
Faris Ade Irawan (2018), Nona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi dan  Treesje
Runtu (2018), A. Imam Zulfikar & Abdul Rahman (2019), dan Rizka Famela
Meinanda dan Annisa Yuniar Larassati (Jurnal Riset Akuntansi dan
Perbankan (2021) memiliki hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian
saya yang dimana hasil akhir dari penelitian di atas ialah retribusi daerah
yang memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pendapatan asli daerah
dibandingkan dengan pajak daerah, sedangkan hasil akhir penelitian saya
pajak daerah 177,79% dan retribusi daerah 158,74% sama-sama memberikan
kontribusi yang besar di atas angka 100% terhadap pendapatan asli daerah.
Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan
dalam metodologi. Akan tetapi dalam prosesnya untuk mendapatkan hasil
yang sempurna tidaklah mudah, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini
terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan peneliti yang dihadapi selama

pelaksanaan penelitian dari penyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:
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1. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan variabel yang
diteliti yaitu terbatas pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
terhadap pendapatan asli daerah sementara masih banyak lagi variabel
yang dapat diteliti.

2. Keterbatasan bahan materi seperti data pajak daerah, data retribusi
daerah, data pendapatan asli daerah serta buku-buku referensi yang
dibutuhkan peneliti dalam penulisan skripsi ini membuat peneliti
mendapatkan sedikit kendala dalam teorinya.

Walaupun demikian, peneliti berusaha sebaik mungkin agar keterbatasan
yang dihadapi tidak mengurangi kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya
dengan segala upaya, kerja keras, dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat

diselesaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1.

Berdasarkan persentase data kontribusi pajak daerah terhadap
pendapatan asli daerah Kota Padangsidimpuan diatas menggunakan
rumus yang peneliti gunakan untuk periode 2015 senilai 16,93%
dengan kriteria kurang. periode 2016 senilai 49,96% dengan Kriteria
baik. periode 2017 senilai 50% dengan kriteria baik. Periode 2018
senilai 2,25 % dengan Kriteria sangat kurang. Periode 2019 senilai
21,24% dengan kriteria sedang. periode 2020 senilai 25,37% dengan

kriteria sedang. Dan 2021 senilai 28,97% dengan kriteria sedang.

Dapat peneliti simpukan dari persentase data kontribusi pajak daerah

terhadap pendapatan asli daerah Kota Padangsidimpuan memiliki nilai dari

tahun ke tahun berbeda. Periode terbaik data kontribusi pajak daerah terhadap

pendapatan asli daerah Kota Padangsidimpuan pada tahun 2016 dan 2017

dengan kriteria baik. sedangkan periode memiliki kriteria terendah atau

sangat kurang pada tahun 2018.

2.

Berdasarkan persentase data Retribusi daerah terhadap pendapatan
asli daerah Kota Padangsidimpuan diatas menggunakan rumus yang
peneliti gunakan untuk periode 2015 senilai 60,97% dengan kriteria

kurang efektif. periode 2016 senilai 8% dengan kriteria tidak efektif.
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periode 2017 senilai 7,13% dengan tidak efektif. Periode 2018
senilai 57,53 % dengan kriteria tidak efektif. Periode 2019 senilai
11,69% dengan kriteria tidak efektif. periode 2020 senilai 13,42%
dengan kriteria tidak efektif. Dan 2021 senilai 3,77% dengan kriteria
tidak efektif.

Dapat peneliti simpukan dari persentase data retribusi daerah terhadap

pendapatan asli daerah Kota Padangsidimpuan memiliki nilai dari tahun ke

tahun berbeda dengan persentase yang tidak efektif

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang

diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah referensi pada
penelitian berikutnya yang membahas tentang kontribusi pajak daerah,
dan rertribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Bagi Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan untuk dapat
meningkatkan penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah pada
Kota Padangsidimpuan. Dengan penggalian potensi pajak dan retribusi
yang maksimal akan meningkatkan penerimaan dalam bidang tersebut
yang nantinya akan memberikan pengaruh dan kontribusi yang lebih
besar bagi Pendapatan Asli Daerah, hal ini juga akan memberikan
pengaruh dan peningkatan pada Pendapatan Daerah sehingga
meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan

terhadap pemerintah pusat.
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